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ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum
dengan tetap menjamin keadilan bagi pekerja. Dalam Putusan Pengadilan
Hubungan Industrial Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk terdapat sengketa
mengenai status hubungan kerja, hak atas upah, serta keabsahan PHK yang
menimbulkan persoalan penerapan prinsip keadilan menurut Gustav Radbruch.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dan menilai apakah
putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dalam hukum ketenagakerjaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat
deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis Putusan
Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, serta wawancara dengan narasumber.
Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch
yang menitikberatkan pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih mengedepankan
kepastian hukum dengan mempertahankan status hubungan Kkerja sebagai
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan perjanjian para pihak,
sehingga nilai keadilan bagi pekerja belum terpenuhi secara optimal. Meskipun
hakim mengabulkan sebagian hak normatif, Penggugat tetap kehilangan hak atas
pesangon dan uang penghargaan masa kerja karena status Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT) tidak diakui. Putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip keadilan Gustav Radbruch dan belum memberikan
perlindungan hukum yang maksimal bagi pekerja.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Pengadilan Hubungan Industrial,
PKWT.



ABSTRACT

Termination of employment must be carried out in accordance with legal provisions
while ensuring justice for workers. Industrial Relations Court Decision Number
11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk involves a dispute concerning employment status,
wage entitlement, and the legality of termination, raising questions regarding the
application of Gustav Radbruch's theory of justice. This study aims to analyze the
judges' legal reasoning and assess whether the decision reflects the principle of
justice in Indonesian labor law.

This study employed an empirical juridical method with a descriptive-analytical
approach. Data were obtained through library research, analysis of Industrial
Relations Court Decision Number 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, and interviews
with relevant informants. The data were analyzed qualitatively using Gustav
Radbruch's theory of justice, emphasizing the values of justice, legal certainty, and
expediency.

The findings indicate that the judges primarily emphasized legal certainty by
maintaining the plaintiff's employment status as a fixed-term employment
agreement (PKWT) based on the parties' contract, thereby failing to fully realize
substantive justice for the worker. Although the court granted several statutory
rights, the plaintiff was denied severance pay and long-service compensation
because permanent employment status (PKWTT) was not recognized. Therefore,
the decision has not fully reflected Gustav Radbruch's principle of justice or
provided optimal legal protection for workers.

Keywords: Termination of Employment, Industrial Relations Court, Fixed-Term
Employment Agreement (PKWT).
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MOTTO

"Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan "seandainya”, tapi
katakan "Qadarullah™ karna semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu
selalu baik, karna Allah itu maha baik"

(Ustadz Hannan Attaki)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kenyataan telah
membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia, di
masa pembangunan nasional sekarang merupakan faktor yang teramat penting
bagi terselenggaranya pembangunan nasional di negara kita Republik
Indonesia. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana yang sangat dominan
di dalam kehidupan suatu bangsa, karena tenaga kerja merupakan salah satu
faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu usaha/kegiatan.*

Kata ketenagakerjaan itu sendiri memiliki definisi, yaitu kejadian atau
kenyataan dimana seseorang yang biasanya disebut pekerja, bekerja pada orang
lain yang disebut sebagai pengusaha, dengan menerima upah, dengan sekaligus
mengenyampingkan persoalan antara pekerjaan bebas (di luar hubungan kerja)
dan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan (bekerja pada) orang lain,
mengenyampingkan pula persoalan antara pekerjaan (arbeid) dan pekerja
(arbeider).? Selanjutnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan memberikan definisi tenaga kerja yaitu setiap orang yang

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik

! Djumadi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), him. 1.

2 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 1999), him. 3.



untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.®

Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan telah mengatur
bahwa PHK harus menjadi upaya terakhir yang dilakukan oleh pengusaha. Hal
ini tercermin dalam ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk terlebih
dahulu mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Selain itu, apabila PHK tidak
dapat dihindari, maka harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan disertai
alasan yang jelas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan
tidak hanya mengatur aspek formal, tetapi juga berupaya mewujudkan keadilan
bagi pekerja.*

Dalam perspektif teori hukum, keadilan tidak dapat dipisahkan dari
kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus
mencerminkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang, karena
hukum yang hanya menekankan kepastian tanpa memperhatikan keadilan dapat
menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pihak yang lebih lemah, seperti
pekerja dalam hubungan industrial. Oleh karena itu, dalam konteks
ketenagakerjaan, penerapan hukum tidak cukup hanya berlandaskan pada

aturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan dan

3 Febrianti, Lidia, Syafrinaldi Syafrinaldi, Efendi Ibnususilo. "Sistem Pengupahan Bagi
Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Syintax Literate: Jurnal Iimiah Indonesia 6.1 (2021), him.
573-593.

4 Lubis, Ahmad Halim. "Analisis Pengaturan Ketenagakerjaan Pasca Pengesahan
UndangUndang Cipta Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak oleh Perusahaan
(Studi Kasus Putusan Nomor 229K/Pdt. Sus-Phi/2022)." Jurnal Hukum Lex Generalis 6.5 (2025),
him. 4- 5.



kemanfaatan bagi para pihak.>

Peran pemerintah pun tidak hanya berhenti disitu karena perkembangan
ketenagakerjaan yang selalu dinamis dan kompleksnya permasalahan
ketenagakerjaan harus tetap menjadi fokus pemerintah sehingga peraturan-
peraturan yang sudah ada harus terus diawasi pelaksanaannya. Dalam
pengawasan tersebut maka pemerintah pusat harus terus bersinergi dan
membangun koordinasi yang baikdengan pemerintah daerah sehingga tugas
pengawasan tersebut dapat berjalan secara maksimal.®

Di Indonesia sendiri masalah hukum mengenai ketenagakerjaan masih
sangat sering terjadi. Adanya hak-hak yang seharusnya diperoleh para pekerja,
namun tidak diberikan oleh perusahaan tempat bekerjanya menjadi masalah
yang terus terjadi hingga saat ini. Salah satu permasalahan hukum di bidang
ketenagakerjaan tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).’

Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk menjadi
menarik untuk dikaji.

Perkara ini bermula dari adanya pemutusan hubungan kerja terhadap

seorang pekerja yang telah bekerja selama lebih dari lima tahun di sebuah rumah

> Meidaniasari, Annisa. "Teori Hukum Normatif Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo
Kantian." Lex Renaissance 10.1 (2025), him. 1-29.

® Naim, Sokhib, et al. "Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Justisi 8.3 (2022), him. 163-176.

" Wibowo, Rudi Febrianto, and Ratna Herawati. "Perlindungan bagi pekerja atas tindakan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3.1
(2021), hlm. 109-120.



sakit. Pekerja tersebut mendalilkan bahwa dirinya telah di PHK secara sepihak
tanpa adanya kesalahan, serta tidak memperoleh haknya secara penuh, seperti
upah, pesangon, dan tunjangan hari raya. Kondisi ini menunjukkan adanya
dugaan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam hubungan kerja.®

Lebih lanjut, dalam perkara tersebut juga terdapat persoalan mengenai
status hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan. Pekerja menganggap
dirinya sebagai pekerja tetap (PKWTT), sedangkan perusahaan menganggap
hubungan kerja tersebut bersifat tidak tetap. Perbedaan penafsiran ini menjadi
salah satu faktor utama yang memicu terjadinya perselisihan. Dalam hukum
ketenagakerjaan, status hubungan kerja memiliki implikasi yang sangat penting,
terutama dalam menentukan hak-hak pekerja, termasuk dalam hal PHK. Oleh
karena itu, penentuan status hubungan kerja harus dilakukan secara cermat dan
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.®

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-
PHI/2023/PN Yyk. Penggugat bekerja sejak tahun 2015 hingga tahun 2020
dengan beberapa kali perpanjangan perjanjian kerja sebagai pegawai tidak
tetap. Penggugat beranggapan bahwa lamanya masa kerja serta sifat pekerjaan
yang dilakukan secara terus-menerus seharusnya menyebabkan status
hubungan kerjanya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT). Dalil tersebut pada dasarnya memiliki landasan yuridis, mengingat

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

8 Putusan PHI Yogyakarta Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, him. 3-4.

® Ibid, him. 3.



Ketenagakerjaan membatasi penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) hanya untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat, atau
kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu. Selain itu, Pasal 59 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa PKWT yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 demi hukum
berubah menjadi PKWTT. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 3 ayat (2)
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-
100/MEN/V1/2004 yang menyatakan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap, yaitu pekerjaan yang dilakukan secara terus-
menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan bukan merupakan
pekerjaan musiman. Namun demikian, dalam putusan tersebut Majelis Hakim
tidak mengabulkan dalil perubahan status hubungan kerja yang diajukan
Penggugat dan tetap mempertimbangkan hubungan kerja berdasarkan
perjanjian kerja yang telah disepakati para pihak, dengan alasan bahwa
pekerjaan Penggugat sebagai pelaksana kesekretariatan bukan merupakan
pekerjaan inti dalam kegiatan usaha rumah sakit. Kondisi ini menimbulkan
perdebatan mengenai batasan pekerjaan yang bersifat tetap dan penerapan
prinsip perlindungan hukum bagi pekerja yang dipekerjakan melalui perjanjian
kerja berulang dalam jangka waktu yang panjang.

Selain itu, dalam perkara tersebut juga terungkap adanya kondisi di mana
pekerja tidak menerima upah selama periode tertentu serta hanya memperoleh
bantuan dalam bentuk sembako. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai

pemenuhan hak pekerja atas upah, yang pada dasarnya merupakan hak



fundamental dalam hubungan kerja. Upah tidak hanya berfungsi sebagai
imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk
memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, tidak
dibayarkannya upah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap
hak pekerja.°

perkara tersebut juga terungkap adanya kondisi di mana Penggugat tidak
menerima upah sejak bulan Mei 2020 sampai dengan Agustus 2020 dan hanya
memperoleh bantuan berupa sembako dengan nilai sekitar Rp300.000,00 per
bulan selama menjalani cuti di luar tanggungan pada masa pandemi Covid-19.
Penggugat juga mendalilkan bahwa hingga berakhirnya hubungan Kkerja,
Tergugat tidak membayarkan upah yang menjadi haknya. Kondisi tersebut
menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan hak pekerja atas upah, yang
pada dasarnya merupakan hak fundamental dalam hubungan kerja. Upah tidak
hanya berfungsi sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga
sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, sehingga
keberadaannya memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat penting.

Hak atas upah memperoleh jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
vang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Dalam perkara a quo, Penggugat berpendapat bahwa dirinya masih

19 1bid, him. 7-8.



memiliki hubungan kerja dengan Tergugat selama masa cuti di luar tanggungan
dan belum pernah memperoleh penetapan pemutusan hubungan kerja dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu,
Penggugat mendasarkan tuntutannya pada Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menentukan bahwa pengusaha tetap
berkewajiban membayar upah apabila:

“Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun
halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.”

Menariknya, terdapat perbedaan antara kondisi faktual dan status hukum
yang diakui dalam putusan. Di satu sisi, Penggugat telah bekerja selama lebih
dari lima tahun secara berkesinambungan. Di sisi lain, hakim tidak menetapkan
adanya perubahan status hubungan kerja menjadi PKWTT. Kondisi ini
menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menilai
keabsahan PKWT yang dilakukan secara berulang, serta sejauh mana hakim
mempertimbangkan sifat pekerjaan dan lamanya hubungan kerja dalam
menentukan status hukum pekerja.

Berdasarkan status yang diyakininya sebagai pekerja tetap (PKWTT),
Penggugat menuntut pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, uang penggantian hak, kekurangan THR, upah selama masa cuti, serta
kekurangan upah masa percobaan dengan total sebesar Rp31.757.155,00.

Dasar hukum yang digunakan Penggugat adalah Pasal 156 ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta



Kerja yang pada saat ini substansinya telah diakomodasi dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022
menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:

Pasal 156 ayat (1)

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib
membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 156 ayat (2) huruf f, pekerja dengan masa
kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun berhak memperoleh 6 bulan
upah sebagai uang pesangon. Sedangkan Pasal 156 ayat (3) huruf a memberikan
hak atas 2 bulan upah sebagai uang penghargaan masa kerja bagi pekerja dengan
masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari enam tahun.

Namun demikian, hak-hak tersebut tidak dapat diperoleh Penggugat karena
Majelis Hakim tidak mengakui adanya perubahan status hubungan kerja dari
PKWT menjadi PKWTT. Padahal Penggugat telah bekerja secara terus-
menerus selama lebih dari lima tahun dan menjalankan pekerjaan administrasi
kesekretariatan yang dilakukan secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan
guna menganalisis apakah pemutusan hubungan kerja dalam Putusan Nomor
11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk telah memenuhi prinsip keadilan dalam hukum
ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji
bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan prinsip keadilan terhadap

pekerja dalam putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan



dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan,

khususnya dalam mewujudkan perlindungan yang lebih adil bagi pekerja.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan prinsip keadilan
menurut Gustav Radbruch terhadap pekerja dalam Putusan PHI Yogyakarta
No. 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk?

2. Apakah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan
dalam Putusan PHI Yogyakarta No. 11/Pdt.Sus-PHI1/2023/PN Yyk telah
memenuhi prinsip keadilan menurut Gustav Radbruch dalam hukum

ketenagakerjaan?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah
dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dilakukanya penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian yang ingin
dicapai penulis sebagai berikut:

a. Guna mengkaji dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam
menerapkan prinsip keadilan menurut Gustav Radbruch
terhadap pekerja dalam Putusan PHI Yogyakarta No.
11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

b. Guna mengetahui dan menganalisis pemutusan hubungan kerja

(PHK) yang dilakukan oleh perusahaan dalam Putusan PHI
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Yogyakarta No. 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk telah memenuhi
prinsip keadilan menurut Gustav Radbruch dalam hukum
ketenagakerjaan.
2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontrubsi dalam
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum
perdata dan hubungan industrial. Hasil penelitian ini juga
diharapkan menjadi referensi akademik bagi peneliti berikutnya
dalam menganalisis aspek pemutusan hubungan kerja (PHK)
yang dilakukan oleh perusahaan.

b. Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapt memberikan
manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat
memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan
yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak

pekerja, terutama dalam kasus pemutusan hubungan



D. Telaah Pustaka

2)

3)

11

kerja (PHK) agar selaras dengan prinsip keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Bagi Perusahaan/Rumah Sakit, Penelitian ini diharapkan
dapat menjadi pedoman bagi perusahaan, termasuk
rumah sakit sebagai pemberi kerja, dalam melaksanakan
hubungan kerja yang sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Khususnya dalam hal pengambilan
keputusan terkait PHK, perusahaan diharapkan lebih
memperhatikan prosedur yang sah, kejelasan status
hubungan kerja, serta pemenuhan hak-hak pekerja guna
menghindari terjadinya perselisihan hubungan industrial.
Bagi Pekerja, Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
kepada pekerja mengenai hak-haknya dalam hubungan
kerja, terutama terkait dengan status hubungan kerja, hak
atas upah, serta perlindungan hukum dalam hal
terjadinya PHK. Dengan demikian, pekerja dapat lebih
memahami upaya hukum yang dapat ditempuh apabila

terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya.

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dengan

subjek penelitian yang sama. Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian serta
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menganalisis perbedaan-perbedaan antara penelitian terdahulu dengan
penelitian yang akan penulis lakukan. Setelah meneliti lebih jauh terhadap
penelitian terdahulu terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia,
penulis menemukan beberapa penelitian dengan membahas subjek yang sama.
Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait pemutusan hubungan kerja:

Pertama, jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Haris, Oheo Kaimuddin,
Deity Yuningsih, dan Muh Hasrul La Aci dengan judul “Perjanjian di Bawah
Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda” (2024).'' Penelitian ini
membahas mengenai kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan dalam
perspektif asas pacta sunt servanda, yang menekankan bahwa setiap perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya. Fokus penelitian ini adalah pada aspek keabsahan perjanjian serta
implikasi hukumnya dalam hubungan keperdataan. Perbedaan dengan
penelitian ini yaitu penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek
keabsahan perjanjian secara umum dalam hukum perdata, sedangkan penelitian
penulis berfokus pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam hukum
ketenagakerjaan serta mengkaji penerapan prinsip keadilan menurut Gustav
Radbruch dalam putusan pengadilan.

Kedua, artikel jurnal Penelitian oleh Rini Fitriani dengan judul

“Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja di

1 Haris, Oheo Kaimuddin, Deity Yuningsih, dan Muh Hasrul La Aci, “Perjanjian di Bawah
Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda,” Halu Oleo Legal Research, Vol. 6, No. 2 (2024),
him. 247-257.
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Indonesia” (2019).? Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum yang
diberikan kepada pekerja dalam kasus PHK berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hak-hak
pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha ketika terjadi PHK. Perbedaan
dengan penelitian penulis penelitian ini bersifat normatif umum mengenai
perlindungan hukum terhadap pekerja, sedangkan penelitian penulis secara
spesifik mengkaji putusan pengadilan Hubungan Industrial (Putusan PHI
Yogyakarta No. 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk) serta menganalisisnya
menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch.

Ketiga, Artikel jurnal Penelitian oleh Agusmidah dengan judul “Dinamika
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Pekerja”
(2020).** Penelitian ini membahas perkembangan hukum ketenagakerjaan di
Indonesia, khususnya terkait perlindungan pekerja dalam berbagai kebijakan
dan regulasi. Fokus utamanya adalah bagaimana hukum ketenagakerjaan
merespons perubahan sosial dan ekonomi. Perbedaan dengan penelitian penulis
penelitian tersebut membahas secara makro mengenai dinamika hukum
ketenagakerjaan, sedangkan penelitian penulis lebih bersifat mikro dengan

fokus pada satu kasus konkret serta analisis terhadap pertimbangan hakim

12 Rini Fitriani, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja
di Indonesia,” Jurnal IImu Hukum, Vol. 15, No. 1 (2019), him. 1-15.

13 Agusmidah, “Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif
Perlindungan Pekerja,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 2 (2020), him. 300-315.
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dalam putusan PHI.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzi dengan judul “Analisis
Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Perusahaan terhadap
Pekerja” (2021). ** Skripsi ini membahas keabsahan PHK sepihak yang
dilakukan oleh perusahaan serta akibat hukumnya bagi pekerja. Penelitian ini
juga meninjau prosedur PHK berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Perbedaan dengan penelitian penulis: Skripsi ini hanya menitikberatkan pada
aspek yuridis normatif terkait PHK sepihak, sedangkan penelitian penulis tidak
hanya membahas aspek hukum, tetapi juga mengkaji prinsip keadilan menurut
Gustav Radbruch serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

Kelima, skripsi oleh Siti Nurhaliza dengan judul “Perlindungan Hukum
terhadap Hak Pekerja dalam Sengketa Hubungan Industrial” (2022).% Skripsi
ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dalam
penyelesaian sengketa hubungan industrial, termasuk melalui mekanisme
Pengadilan Hubungan Industrial.  Perbedaan dengan penelitian penulis:
Penelitian ini berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa secara umum,

sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengkaji satu putusan PHI tertentu

14 Ahmad Fauzi, “Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Perusahaan
terhadap Pekerja,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (2021), hlm. 45-60.

15 Siti Nurhaliza, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja dalam Sengketa Hubungan
Industrial,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (2022), hlm. 50-65.
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dan menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam pertimbangan hakim.

E. Kerangka Teori
Kerangka teoritik merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan
suatu penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi barometer penulisan dan
penyusunan hasil penelitian serta membantu memberikan jawaban konseptual
atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dituangkan dalam rumusan
masalah. Oleh karena itu dalam penyusunan penelitian hukum ini terdapat
beberapa teori-teori yang akan digunakan antara lain:
1. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Teori Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum,

yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.®

a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini menilai
masalah dari sudut pandang hukum atau yuridis.

b. Asas keadilan hukum (gerectgheid). Asas ini meninjau masalah
dari perspektif filosofis, fokus pada konseo keadilan dalam
hukum.

c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid). Asas ini meninjau

masalah dari segi sosiologis, mempertimbangkan manfaat dn

16 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta : Balai Pustaka, 1995). him. 520
& 1041.
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dampak sosial dari suatu hukum.’

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan
kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan
bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas
pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah
kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana
konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum
mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan
kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga
memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara kepastian hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)
Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu
konsep yang mencakup langkah-langkah dan mekanisme hukum yang
dirancang untuk melindungi hak-hak individu maupun masyarakat
secara keseluruhan. Tujuan utama perlindungan hukum adalah
memastikan bahwa setiap orang memperoleh akses yang adil terhadap
keadilan, rasa aman, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum memiliki peranan
penting dalam menjaga keadilan sosial dan keseimbangan kekuasaan di

tengah masyarakat.'8

17 Nasriyan, lyan. "Asas kepastian hukum dalam penyelengaraan perpajakan di
Indonesia." Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 10.02 (2019), him. 87-93.

18 Hadji, Kuswan, et al. “Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam hukum
tata negara.” Aladah: Jurnal Politik, Sosial. Hukum dan Humananiora 2.3 (2024), him. 25-33.
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Lebih lanjut, perlindungan hukum meliputi berbagai aspek, antara
lain perlindungan terhadap tindakan kekerasan, diskriminasi,
penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Oleh
karena itu, perlindungan hukum menuntut adanya pembentukan
peraturan perundang-undangan yang adil, keberadaan sistem peradilan
yang independen, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif.
Philipus M. Hadjon juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum
bagi kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, seperti

perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas.

Perlindungan hukum dalam konteks ini harus mampu menjamin
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka agar dapat hidup
bermartabat serta memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial.
Dengan demikian, pandangan Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa
perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan
sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum yang efektif
akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga

negara.®

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe

pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang

19 Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., Syarifuddin, D. Analisis Teori
Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman
Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan
Masyarakat, (2024), HIm 201.
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umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu
prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia
untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.?°
Dalam penelitian ini menggunakan :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris dengan cara penelitian lapangan?’. Penelitian ini
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis bekerjanya
hukum dalam masyarakat.
2. Sifat Penelitian
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola penalaran induktif,
yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang
diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Pendekatan ini memanfaatkan
data empiris yang saling berkaitan dan diperiksa secara langsung
melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, yang kemudian
dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola dan kecenderungan
hukum dalam putusan serta merta terhadap hak hak pekerja.??
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini

adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press 1986) hal. 3.
21 Muhaimin, Metode penelitian Hukum, (NTB: Mataran University Press, 2020), him. 80.

22 Haki, Ubay, and Eka Danik Prahastiwi. "Strategi pengumpulan dan analisis data dalam
penelitian kualitatif pendidikan." Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan 3.1 (2024): 1-19.
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tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga
berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.
4. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun sumber data
sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Sumber Data Sekunder
Yaitu data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung
dari objek melainkan dari berbagai sumber.?®> Bahan hukum
yang digunakan antara lain:
1. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri
Yogyakarta;
2. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

b. Bahan Hukum Tersier

23 M. Syamsudin, Oprasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), him. 98-99.
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Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi
pendukung serta penjelasan dari bahan hukum tersier. Bahan
hukum tersier meliputi buku tentang ilmu hukum, jurnal ilmu
hukum, laporan hukum, surat kabar cetak maupun elektronik yang
berkaitan dengan objek penelitian.?*
5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan
Teknik penggunaan data yang dilakukan penulis adalah dengan
pengumpulan data dari wawancara, jurnal, skripsi, tesis, artikel,
buku dan perundang-undangan yang didapat melalui perpustakaan
konvensional maupun perpustakaan online yang memiliki relevansi
terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

b. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data untuk
menggambarkan pemecahan masalah menggunakan uraian kalimat

guna mendapatkan kesimpulan.

G. Sistematis Pembahasan
Dalam penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Prinsip Keadilan Menurut
Gustav Radbruch dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi
Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk)”, sistematika pembahasan yang

akan disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

24 1bid
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Pertama, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang
permasalahan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan
pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam hukum ketenagakerjaan, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang
digunakan vyaitu teori keadilan Gustav Radbruch, metode penelitian, serta
sistematika pembahasan.

Kedua, berisi kajian teori yang digunakan sebagai landasan dalam
penelitian. Bab ini menguraikan secara mendalam mengenai teori keadilan
Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,
serta konsep-konsep hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait pemutusan
hubungan kerja (PHK), hubungan industrial, hak-hak pekerja, dan perlindungan
hukum terhadap pekerja.

Ketiga, menguraikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk. Dalam bab ini dijelaskan kronologi
kasus, posisi para pihak, duduk perkara, serta fakta-fakta hukum yang terungkap
dalam persidangan, termasuk permasalahan terkait status hubungan kerja, tidak
dibayarkannya upah, dan alasan terjadinya PHK.

Keempat, merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap
permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.
Pembahasan dalam bab ini mencakup analisis yuridis terhadap pemutusan
hubungan kerja (PHK) dalam putusan tersebut ditinjau dari prinsip keadilan

menurut Gustav Radbruch, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam
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menerapkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, bab
ini juga mengkaji apakah putusan tersebut telah memberikan perlindungan
hukum yang adil bagi pekerja.

Kelima, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah
berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran yang ditujukan
kepada hakim, pemerintah, dan para pihak dalam hubungan industrial agar
penerapan hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam kasus PHK, dapat lebih

mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai penerapan
prinsip keadilan dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Putusan Pengadilan
Hubungan Industrial Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, dengan menggunakan
perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial Nomor 11/Pdt.Sus-PHI1/2023/PN Yyk, dapat disimpulkan bahwa
pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan status hubungan kerja
lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum (rechtssicherheit)
dibandingkan keadilan (gerechtigkeit) sebagaimana dikemukakan oleh
Gustav Radbruch. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang
mendasarkan putusannya pada keberadaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) yang telah ditandatangani para pihak, asas pacta sunt servanda
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, serta ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, berdasarkan hasil
wawancara, hakim berpendapat bahwa pekerjaan Penggugat sebagai
pelaksana kesekretariatan bukan merupakan core business rumah sakit

sehingga penggunaan PKWT masih dapat dibenarkan.

93
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2. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, dapat disimpulkan Majelis
Hakim telah mengabulkan sebagian hak normatif Penggugat, seperti
pembayaran upah yang masih terutang dan hak-hak lain yang dapat
dibuktikan di persidangan, putusan tersebut tetap mempertahankan status
hubungan kerja sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Akibatnya, Penggugat tidak memperoleh hak atas pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan hak-hak lain yang melekat pada pekerja
dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini juga berbeda dengan
perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung yang dalam beberapa
perkara serupa lebih mengedepankan perlindungan terhadap pekerja dengan
mengubah status hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT apabila

ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan PKWT.

B. Saran
1. Bagi Pemerintah
Pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan
hubungan kerja, khususnya terkait penggunaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan
regulasi maupun pedoman teknis mengenai status hubungan kerja agar tidak
menimbulkan multitafsir dalam praktik. Dengan demikian, perlindungan

terhadap hak-hak pekerja dapat terlaksana secara optimal serta mampu
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mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hubungan
industrial.

. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan melaksanakan hubungan kerja dengan berlandaskan
prinsip itikad baik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Dalam melakukan pemutusan
hubungan Kkerja, perusahaan hendaknya memastikan seluruh prosedur
hukum telah dipenuhi serta memberikan hak-hak normatif pekerja sesuai
ketentuan yang berlaku. Selain itu, perusahaan perlu menghindari
penggunaan PKWT vyang tidak sesuai dengan sifat pekerjaan agar tidak
menimbulkan perselisihan hubungan industrial di kemudian hari.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini
dengan mengkaji lebih luas mengenai penerapan prinsip keadilan dalam
putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial di berbagai daerah atau
membandingkannya dengan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.
Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris
yang lebih mendalam melalui wawancara dengan hakim, pengawas
ketenagakerjaan, maupun para pihak yang bersengketa, sehingga diperoleh
analisis yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip keadilan

dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
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